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PPID PEMBANTU 

TanggalRevisi  

TanggalPengesahan  

DisahkanOleh 
KEPALA DINAS  

PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI JAMBI 

 
 
 
 

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si  
NIP. 19731212 199302 1 001 

Nama  SOP PENDOKUMENTASIAN  INFORMASI  PUBLIK 

 

DasarHukum: KualifikasiPelaksana: 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun2008 

tentang  Keterbukaan Informasi Publik 
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 
5. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi 
6. Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi 
7. Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

1. Lulusan D3 IT (Web design) 

2. Pranata Humas 

3. Pranata Hukum/Sarjana Hukum 

4. Pranata Komputer 

5. Lulusan Arsiparis 

6. SLTA/Sederajat 

7. Mampu Mengoperasikan computer 

8. Mampu mengarsipkan data dan dokumen 

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 

 
1. Website PPID 
2. Komputer dan Printer serta ATK 
3. Tata Persuratan Surat 
4. Buku Pencatatan Surat 
5. Laporan Administrasi 

6. Lembar Disposisi 
7. Formulir Permohonan Informasi 
8. Buku Tamu, Lemari Penyimpanan 
9. Meja /Desk layanan Informasi 
10. Telepon dan Internet 

Peringatan: PencatatandanPendataan: 
1. Apabila tidak dijalankan maka akan kesulitan memeberikan layanan informasi public 
2. Akan terjadi ketidak teraturan dalam memberikan dan mendapatkan informasi publik 

1.Berkas Administrasi Persuratan dan Dokumen 

2.Kartu Kendali 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No.SOP                /PPID/SOP/2026 
TanggalPembuatan  2026 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


